BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR ¢4 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN

PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT

PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

B UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
perlu  menetapkan Jumlah  Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-
GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang Persediaan (SPP-TU) untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 26 Tahun

2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 29 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG.
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Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang Persediaan (SPP-TU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2

(1)  SPP-UP diajukan hanya 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)  Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal
selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.

(3) Penetapan jumlah SPP-UP SKPD diberikan berdasarkan rencana
pembayaran SKPD yang dilaksanakan dengan UP/GU dibagi 12 (Dua
belas) dan/atau sesuai kebutuhan SKPD.

(4) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai belanja
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus
diajukan dengan SPP-LS.

Pasal 3

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

(1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan

untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.
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(2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari

PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu

penggunaan.

(3) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah

sebagai berikut:

a.

Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat
ditunda;

Digunakan paling lama 1 (Satu) bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan;

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas

umum daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dikecualikan untuk:

1. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

2. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali
PA/KPA.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati

Tulungagung Nomor 68 Tahun 201ltentang Penetapan Batas Jumlah

Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat

Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dan Surat

Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 02 JAN 2013
BUPATI TULUNGAGUNG, /l
N\
HERU TJAHJONO
Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Januari 2013
SEKREJARIS DAERAH
Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006
A Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2013 Nomor 4
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